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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan P U T U S A N

Nomor 1021/Pdt.G/2018/PA.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Cibinong  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Neny Kurniawati binti Drs. H.Soemar, tempat/tangal lahir MAlang/14 Oktober

1982, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

karyawan  Swasta,  bertempat  tinggal  di  Kp.  Gelonggong

RT.002/005 Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojong Gede

Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat I;

...,  tempat/tanggal lahir .../..., umur #1034# tahun, agama Islam, pendidikan ...,

pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sebagai Penggugat II;

Selanjutnya #0046#  I  bersama  dengan  Penggugat  II,  ...  disebut  para

Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat #0053#nya yang telah

terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Cibinong  Nomor

1021/Pdt.G/2018/PA.Cbn  tanggal  23  Februari  2018  mengemukakan  hal-hal

sebagai berikut :

1. Bahwa  Penggugat  adalah  isteri  sah  Tergugat,  yang  pernikahannya

dilaksanakan pada tangggal   09  April  2004,  berdasarkan kutipan akta  nikah

nomor  327/08/IV/2004  tertanggal   25  Januari  2012,  yang  dikeluarkan  oleh

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  Sukun Kota Malang; 
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2. Bahwa  selama  berumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama di   Kp. Gelonggong RT.002/005 Desa Kedung Waringin Kecamatan

Bojong Gede Kabupaten Bogor; 

3. Bahwa  selama  berumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dan

dikaruniai  2 orang anak bernama :

a. Tabina Jasinda Dewanty, Perempuan, lahir di Malang, 28 Mei 2004

b. Maritza Edwina Dewanty, Perempuan, lahir di Gresik, 01 Oktober 2011

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat  dan Tergugat rukun dan

harmonis  akan  tetapi  sejak  Mei  2017  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat

b.  Tergugat  sering  bersikap  kasar  kepada  Penggugat,  seperti  memukul

Penggugat hingga memar dan merasa kesakitan

c.  Tergugat cenderung Tempramen kepada Penggugat; 

d. Tergugat sudah menjatuhkan Talak kepada Penggugat; 

5. Bahwa pada  Januari 2018 merupakan puncak permasalahan dalam rumah

tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak

cocok dan tidak nyaman lagi  berumah tangga dengan Tergugat,  dan antara

Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan

istri  lagi  dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah

sebagaimana tersebut diatas; 

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan

Tergugat  agar  kembali  rukun  dalam membina  rumah tangga,  namun upaya

tersebut tidak membuahkan hasil; 

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di  atas, rumah tangga antara

Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga

rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah,  tidak  tercapai.

Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk

meneruskan  rumah  tangga  dengan  Tergugat  serta  tidak  ada  jalan  terbaik

kecuali perceraian; 
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rony Bagus Dewantoro 

bin Dewantoro) terhadap Penggugat (Neny Kurniawati binti Drs. H.Soemar); 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; 

Menimbang,  bahwa  dalam proses  persidangan  ternyata  panjar  biaya

perkara  telah  habis  dan  selanjutnya  Majelis  Hakim  telah  memerintahkan

Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur para Penggugat  untuk

menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibinong dengan surat

Nomor ... tertanggal ... telah menegur Penggugat agar menambah kekurangan

panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  Surat  Keterangan  Panitera

Pengadilan  Agama  Cibinong  Nomor  1021/Pdt.G/2018/PA.Cbn  tertanggal  ...

ternyata  para  Penggugat  tidak  memenuhi  isi  teguran  tersebut  dan  telah

melampaui waktu satu bulan sejak ditegur;

Menimbang,  bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  Putusan  ini  segala

sesuatu  yang  terjadi  dalam persidangan  sebagaimana  yang  termuat  dalam

berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada

pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  dalam proses  persidangan  ternyata  panjar  biaya

perkara  telah  habis  dan  selanjutnya  Majelis  Hakim  telah  memerintahkan

Panitera  Pengadilan  Agama Cibinong  untuk  menegur  para  Penggugat  agar

menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  Panitera  Pengadilan  Agama

Cibinong  Nomor  ...  tertanggal  ...  para  Penggugat  telah  ditegur  untuk

menambah  kekurangan  panjar  biaya  perkara  dalam  tenggang  waktu  satu

bulan.  Namun  para  Penggugat  selama  satu  bulan  tersebut  ternyata  tidak

pernah memenuhi isi teguran tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan
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Panitera  Pengadilan  Agama  Cibinong  Nomor  1021/Pdt.G/2018/PA.Cbn

tertanggal ...;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  maksud  Pasal  49  (1)  Undang-

undang  nomor  7  tahun  1989,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang

Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan

perkara yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka

Majelis Hakim menilai  sikap para Penggugat  yang tidak memenuhi  isi  surat

teguran tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  para  Penggugat  dianggap  tidak

bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka pendaftaran perkara

yang bersangkutan harus dibatalkan serta memerintahkan Panitera Pengadilan

Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,

sesuai  dengan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang  Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka

seluruh  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini  dibebankan  kepada  para

Penggugat;

Mengingat  akan  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku

dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 

2. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp. 280000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Agama Cibinong pada hari  Kamis tanggal  22 Maret 2018 Masehi bertepatan

dengan tanggal  5  Rajab  1439 Hijriah, oleh  kami Drs.  Haryadi  Hasan,  M.H.
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sebagai Ketua Majelis,  Dra. Yumidah, M.H. dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari  itu juga

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim

Anggota  tersebut  dan  dibantu  oleh  Bahrun  Kustiawan,SH sebagai  Panitera

Pengganti, tanpa dihadiri para Penggugat;

Anggota-Anggota, Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.

Dra. Yumidah, M.H. Drs. Haryadi Hasan, M.H.

Ttd.

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bahrun Kustiawan,SH

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,-

-  Biaya Proses : Rp 50.000,-

-  Panggilan : Rp 200.000,-

-  PNBP Panggilan : Rp 20.000,-

-  Redaksi : Rp 10.000,-

-  Meterai : Rp                 6.000,-  

J u m l a h : Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.
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